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PERATURAN BUPATI BEKAS!
NOMOR &1 Tattui 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

pahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1889
tentang Fenyelenggara Megara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Mepotisme, bahwa setiap Penyelenggara
Megara harus melaporkan dan mer. -mumkan harta kekayaan
dan bersedia di lakukan pemeriksaan terhadap kekayaanya;
bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara
yang tersih dan bebas Korupsi, Kclusi dan Nepotisme diperiukan
komimen bagi Penyelenggara Megara pada Pemerintah
kabupaten untuk melaporkan kekayaanya;,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tertang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara MNegara dan
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prepinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3874



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3874) sebagaimana felah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan
tindak Pidana Korupsi (Lembaran ""=3ara 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150,

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 224 Tambahan Lembaran MNegara Momor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5588):

6. Peraturan Pemenntah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeriniahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
- ‘Negara Republik Indonesia Nomar 4737);

7. Peraturan Pemerintah Momor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomar 4737);

8. Instruksi Presiden Momor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantazan Korupsi:



Memperhaiikan

oA

Menetapkan

9.

10.

Keputusan Menten Negara Pemberdayaan Aparatur MNegara
Nomor  Kep/S4/M PAN/GRZ005  tentang Pedoman Umum
Koordinasl Monitoring dan Ewvaluasl Pelaksanaan Instruksi
Presiden MNomor § Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan
Keputusan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara MNomor
Kep/120/M PAN/4/2006 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Megara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomer
Kep/24/M PAN/S/2005 tentang Koordinasi, Monitoring dan
Evaiuasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepaan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organizasi Perangkat Daerah (Lembarar Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nome. Z).

Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia
Momor - B-4354/12/05/2015 tentang Tahapan dan Kesepakatan
antara Pemernntah Kabupaten Bekasi dengan Direktorat dan
Pemeriksaan LHKPN KPK dalam rangka Peningkatan Kepatuhan
LHKFN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKAS|I TENTANG LAPCRAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA D! LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUFPATEN BEKASI

BAE |
KETENTUAMN UMUM
Pasal 1

Dialam Peraturan ini yang dimaksud dengan -
1. Daerah adalah Kabupaten Bekas:
2, Pemerintah Daerah adalah Bupsn dan Perangkat Daerah lainnya sebagai

penyvelenggara pemerintahan Dasrah Kabupaten Bekasi.



10.

1,

12.

13,

Bupati adalah Bupati Bekasi

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

Badan Kepegawaian yang Selanjutnya adalah Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bekasi.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Bekasi.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah
¥abupaten Bekasi vang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan
Fejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara
negara sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan,

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjuinya disebut KPK adalah Komisi
FPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentany Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara yang seianjutnya disebut LHKPN,
adalah daftar seluruh hara kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan
dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Harta Kekayaan Penveslenggara Negara adalah Harta Benda yang dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik
berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainya, yang dapat
dinilai dergan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memangku
|abatannya.

Wajib  lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh  Pimpinan
InstansilLembaga yang bersangkutar, untuk menyampaikan dan mengumumkan
haria kekayaanya.

Tim Fange!c:la. LHKPN adalah Tim yang membanty kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan LHKPN.



BAB Il

PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN;

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK meialui
Tim Pengelola LHKPN pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi,

(3} LHKPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap
untuk disampaikan
a. KPK,
b. Bagian Organisasi Kabupaten selaku Tim Pengelola LHKPN Kabupaten;

Tim LHKPN SKPD penyeienggara Negara yang bersangkutan; dan
d. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN,

14} Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati,

£

Pasal 3
Tanda terima penyampaian LHKPN dizampaikan kepada !

a. Asli untuk KPK;

b, Foio copy untuk penyelznggara Negara;

¢. Foto Copy untuk Bagian Organisasi Kabupaten;

d. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing.

Pasal £

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk manyampaikan LHKPN paling lambat 2 {dua)
bulan setelah :

a. Menduduki jabatan untuk pertarna kalinya;

b. Mengalami promosi atau mutasi; dan

C. pensiun.



Pasal 5

(1) Penyelenggara MNegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, melaporkan
harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A,

|2} Penvelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib menyampaikan
kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi fermulir LHKPN model KPK-B

apabila :
a Selama 2 {dua) tahun menduduki jabatan yang sama;

b, Mengalami promosi atau mutasi ; dan
c. Pensiun.

BAEB Il
TIM PENGELOLA LHEPN
Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim pengelola LHKPN ;
(2) Tim Pengelcla LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari

a. Pengarah.
b. Penanggung Jawab,
¢ Ketua.
d.  Wakil Ketua.
e Sekretaris.
f. Anggota,
9. Sekretariat.
1 (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyal tugas
sebagai berikut -

a. Mengkoordinir dan mangelola LHKPN bagi penyelenggara Negara dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi:
b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Megara di Lingkungan Pemerintah
Kahupaten Bekasi:
¢ Melaporkan hasi! Pelaksanaan Pengelolaan LHKPN Kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
{(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh
Sekretariat;
(5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam avat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



FPasal 7

(1) Pengeiola LHKPN disetiap SKPD dilaksanakan oleh Pejabat yang riembidangi

KEpegawalan,
12} Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

mengumpllkan dan mengkoordinit LHKPN di masing-masing SKPDiunit kerja untuk
selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPMN Kabupaten.

BAB IV
SANKS!
Pasal 8

Penyelengara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana ketentuan Pasal
2, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan Sanksi sesuai ketentuan Perundang — undangan yang

berlaku.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 9

1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdebih
dahulu melalui proses sebagai benkut :
a Diberikan teguran secara terfulis sebanyak 3{tiga) kali, dengan masing-masing

tenggang waktu surat selama ? (satu) bulan;
b. Jika sampai teguran ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada
Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sesual ketentuan pe!undang-

] undangan.

— {2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebib dahulu
dilakukan pemeriksaan oleh inspekiorat Kabupaten.

BAB VI
PEMBIAYAAN
FPasal 10

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibsbankan kepada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi,



BAB Vil
KETENTUAN PENUTURP
Fasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tangoal diundangkan.
Agar sshiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Persturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 CLVCEIL 2015

#- BUPATI BEKASI /8

Em;pcé HASANAH YASIN




